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 PENDATAAN DAN PERHITUNGAN 

PEMENUHAN SPM TRANTIBUMLINMAS 
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 



2 KRITERIA PENERIMA: 

Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan 

ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran 

Perda provinsi, dan kabupaten/kota dan Perkada provinsi, dan 

kabupaten/kota, meliputi : 

 yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat 

penegakan Perda dan Perkada; dan/atau 

 berada pada jarak antara 0 sampai 50 meter dari lokasi penegakan 

Perda dan Perkada. 

Pasal 6 ayat (1) dan (2) 

Target capaian Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum adalah 

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERJALAN BAIK 

DAN TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK BAGI WARGA NEGARA 

SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL ATAU 

MENGALAMI CIDERA. 



PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERJALAN BAIK 

DAN TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK BAGI WARGA NEGARA 

SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL ATAU 

MENGALAMI CIDERA   karena didukung oleh : 

 Memiliki SOP Penegakan Perda/Perkada 

 Memiliki Sarpras Operasional Penegakan Perda/Perkada 

 Memiliki SDM Polisi Pamong Praja yang Profesional 

DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA 

SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL, MAKA PERLU DILAKUKAN 

BEBERAPA TAHAPAN SEPERTI: 

 Pendataan, diantaranya melakukan:  

• Inventarisasi jenis Perda/Perkada 

• Identifikasi kesiapan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada 

• Pendataan Warga yang terdampak penegakan Perda/Perkada 

 Pelaksanaan, diantaranya melakukan: 

• Pengklasifikasian jenis kerugian warga akibat penegakan 

Perda/Perkada 

• Verifikasi penerima layanan sesuai SPM 

• Penyusunan rencana aksi 

• Pelaporan pelaksanaan SPM 







Lanjutan,.... 













PERHITUNGAN PEMENUHAN SPM  

Perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak, dan 

pengobatan cidera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima) 

persen dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan 

Perkada. 

Pembiayaan   perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak, 

dan pengobatan cidera fisik ringan selama 1 (satu) tahun tidak 

lebih dari 2,5 (dua koma lima) persen dari anggaran operasional 

kegiatan penegakan Perda dan Perkada. 
Pasal 7 ayat (3) 

Pemenuhan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum melalui Program dan kegiatan 

sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran 

pemerintah daerah. 
Pasal 10 


